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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
bahwa:
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Kutipan Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf | untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang |

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud da-
jam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila-
kukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat
miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

CETAKAN KE-6

Reformasi hukum kepailitan di Indonesia telah melewati 20 tahun
sejak Tahun 1998. Dalam kurun waktu 20 tahun tersebut, telah di-
revisi dua kali, yaitu dengan UU No. 4 Tahun 1998 yang merevisi
beberapa bagian dari Faillissements-Verordening, dan yang kedua
dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Ke-
wajiban Pembayaran Utang yang mengganti UU No. 4 Tahun 1998 dan
Faillissements-Verordening.

Selama kurun waktu 20 tahun atas reformasi hukum kepailitan
tersebut, terjadi banyak dinamika baik terkait legislasi, regulasi,
maupun praktik di pengadilan. Sehingga hukum kepailitan tersebut
perlu penyesuaian dalam beberapa bagian. Demikian pula terkait de-
ngan aturan-aturan horizontal lain yang terkait dengan kepailitan, se-
perti UU Perseroan Terbatas, yang juga mengalami pembaruan pada
tahun 2007 dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang di dalamnya ada
bagian mengatur mengenai kepailitan.

Pada cetakan ke-6 ini, ada beberapa revisi terkait dengan bebe-
rapa substansi, antara lain memperbaijki beberapa bagian yang tidak
relevan dengan perkembangan regulasi dan praktik kepailitan dan
memperbaiki lampiran UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Universitas Airlangga, 2 Januari 2019

Penulis,
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.



KATA PENGANTAR

CETAKAN KE-2

Dalam cetakan ke-2 ini terdapat revisi yang sangat signifikan.
Revisi dalam cetakan ke-2 ini berkaitan dengan telah diundangkannya
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.

Revisi khususnya ditujukan pada Bab 4 yang berisi mengenai
Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Demikian semoga revisi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu hukum kepailitan ini.

Surabaya, Desember 2008
Penulis,

M. Hadi Shubhan



KATA SAMBUTAN

Saya menyambut dengan gembira diterbitkannya buku yang ber-
judul hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Proktik di Peradilan yang
ditulis oleh Saudara Dr. M. Hadi Shubhan, g.H., M.H, C.HN Hal ind
karena masalah yang dibahas dalam b ind adalah substansl yang
aktual dalam beberapa waktu terakhir, yakni masalah hukum kepai-
litan yang telah mengalami perkembangan cukup signifikan pasca di-
lakukannya pembaruan pada tahun 1998 akibat adanya krisis mone-
ter yang terjadi di Indonesia.

Penulis buku ini adalah seorang akademisi yang menekuni bidang
hukum kepailitan, sehingga buku ini dapat dijadikan referensi bagi
para mahasiswa S-1 Fakultas Hukum maupun S-2 Magister Hukum
Bisnis/ Kenotariatan, yang dalam kurikulumnya memasukkan hukum
kepailitan sebagai salah satu mata kuliah wajib ataupun pilihan. Se-
bagaimana diketahui bahwa bulku referensi di bidang hukum kepailit-
an masih sangat langka di Indenesia, <arena it kehadiran buku ini
dapat mengisi kekosongan akan bacaan mengenai hukum kepmlitan
Sebagai buku referensi di bidang hukum kepailitan, buku ini sudah se-
cara lengkap mengkaji persoalan-persoalan di bidang hukum kepailit-
an baik mengenai prinsip, aturan, maupun praktiknya di pengadilan.

Hal yang menarik dari buku ini adalah kajian terhadap putusan-
putusan kepailitan, sehingga hasil analisisnya diharapkan sangat ber-
manfaat bagi para praktisi hukum, baik bagi advokat ataupun para
hakim pengadilan niaga. Demikian pula bagi pelaku usaha bisa meng-
ambil manfaat dari buku ini, karena tidak sedikit pelaku usaha sering
mengalami kebangkrutan usahanya dan tidak mengetahui bagaimana
solusi-solusi hukum atas kepailitan usahanya tersebut.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat mendorong para akade-



@si lainnya untuk berkarya dalam penulisan buku dibidangnya mas-
ing-masing. Meskipun bidang penulisan buku adalah bagian wajib dari
seorang akademisi, namun kenyataannya masih belum sesuai dengan
yang diharapkan, karena belum banyak para akademisi berkarya me-
lallui buku. Melalui karya ilmiah buku, para akademisi akan berkomu-
nikasi dengan masyarakat, baik masa kini maupun masa yang akan
datang. Ibaratnya, harimau mati meninggalkan belangnya, akademisi
mati akan meninggalkan karya ilmiahnya berupa buku.

Surabaya, Desember 2007

Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Dekan Fakuktas Hukum Universitas Airlangga
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KATA SAMBUTAN

Saya sambut dengan gembira terbitnya buku ini. Pada dasarnya
isi buku ini didasarkan pada disertasi penulis pada waktu yang ber-
sangkutan menyelesaikan pendidikan doktornya, di mana saya telah
bertindak sebagai promotor.

Yang menarik bagi saya adalah metode pendekatan yang diguna-
kan. Pertama-tama penulis lebih dahulu mengupas prinsip-prinsip
yang digunakan di berbagai negari dalam memperiakulkan hukum
kepailitannya, yang dituangkan dalam Bab 2. Kemudian penulis me-
neropong prinsip-prinsip apa yang digunakan oleh hulum posatif In-
donesia, yang dituangkan dalam Bab 3.

Perseoran Terbatas, merupakan sosok subjek hukum yang istime-
wa. Bagaimana suatu badan yang bukan merupakan manusia alami-
ah tetapi diakui sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, termasuk
dalam hukum kepailitan, sebagaimana diuraikan dalam Bab 4.

Tetapi penulis tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan ingin
menyimak lebih lanjut bagaimana kenyataannya dalam praktik putu-
san-putusan pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Bab S.

Setidak-tidaknya dengan terbitnya buku ini menambah khazanah
literatur yang membahas hukum kepailitan.

Surabaya, Hari Pahlawan, 2007

o -\.
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Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.



SEKAPUR SIRIH

Buku yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik
di Peradilan ini berisi mengenai aspek-aspek hukum kepailitan mulai
dari teori hukum kepailitan, pengaturan kepailitan di dalam hukum
positif di Indonesia, sampai pada praktik penerapannyi di peradilan
niaga. Sehingga, buku ini dapat dijadikan sebagal buku teks di bidang
hukum kepailitan bagi mahasiswa yarng sedarng menempih mata kuliah
hukum kepailitan, dapat pula dij adikan referensi bagi penegak hukum
kepailitan seperti hakim niaga dan advokat, serta sebagai pengetahuan
bagi para pelaku usaha. Dengan demikian diharapkan memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai hukum kepailitan. Hal ini
karena hukum kepailitan relatif baru berkembang di Indonesia setelah
adanya pembaruan peraturan di bidang kepailitan dan berdirinya
pengadilan niaga pada tahun 1998.

Dalam buku ini terdapat pula bab tersendiri mengenai aspek hu-
kum kepailitan perseroan terbatas. Hal ini karena dalam kenyataannya
kepailitan lebih banyak menimpa subjek hukum perseroan terbatas.
Namun demikian, pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan ti-
dak dibedakan antara kepailitan perorangan dan kepailitan perseroan
terbatas, padahal kepailitan perseroan terbatas memiliki implikasi dan
konsekuensi yuridis yang lebih kompleks dibanding kepailitan subjek
hukum perorangan. Sehingga, perlu pengkajian lebih mendalam lagi
khusus mengenai kepailitan perseroan terbatas. Pada waktu buku ini
diproses masih berlaku Undang-Undang Perseoran Terbatas yang lama,
yakni UU No. 1 Tahun 1995 dan belum keluar UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sehingga hal yang menyangkut perseroan
terbatas masih merujuk pasalnya pada UU No. 1 Tahun 1995. Namun,
hal ini tidak terlalu mengganggu mengingat prinsip-prinsipnya masih
tidak jauh berbeda.



Buku ini adalah hasil penelitian saya selama lebih dari lima tahun
di bidang hukum kepailitan yang pada mulanya dipersiapkan untuk
mencapai gelar Doktor di Program Pascasarjana Unair. Dan hasil pene-
litian tersebut, kemudian saya kembangkan sesuai pengalaman saya
mengajar mata kuliah Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Unair
serta pengalaman saya menjadi saksi ahli dalam perkara kepailitan di
Pengadilan Niaga.

Atas selesainya buku ini, saya harus berterima kasih pada semua
guru saya di Fakultas Hukum Unair. Terima kasih khusus saya sam-
paikan kepada Prof. Dr. Rudhi Prasetya, 5.H. dan Dr. Sarwini S.H., MLS.
sebagai tim promotor saya dalam melakukan penelitian ini. Demikian
pula kepada Dr. M. Zaidun 5.H., M.51. aelalu Dekan Fakultas Hukum
Unair yang secara khusus berkenan memberikan kata pengantar bk
ini. Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih pada H. Machsoen
Ali, S.H., M.S. selaku mantan Dekan FH Unair dan tim pengajar mata
kuliah Hukum Kepailitan, yakni Agus Widyantoro, S.H., M.H. dan Wuri
Andriyani, S.H., M.Hum yang telah memperkenankan saya untuk ber-
gabung menjadi anggota tim pengajar mata kuliah Hukum Kepailitan
di FH Unair tersebut.

Harapan saya, semoga buku ini bisa bermanfaat ilmunya sehingga
bisa memberikan sedikit pencerahan bagi pihak-pihak yang berkaitan.
Saran dan kritik yang konstruktif sangat saya nantikan dan saya me-
nunggunya di e-mail saya, yakni hadi unain@yshoo.com atau di kon-
tak telepon saya di 081-33063-3000.

Surabaya, Desember 2007

Salam hormat

M. Hadi Shubhan
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PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu
untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang
dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya dise-
babkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari
usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepaili-
tan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum
atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan di-
lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan
tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut
untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara propor-
sional (prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah Fa-
illissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een
schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser”.! (kepailitan
adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dan
seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada
kreditor (si berpiutang)). Henry Campbell Black dalam Black’s Law
Dictionarynya menyatakan “Bankrupt is the state or condition of one
who is unable to pay his debts as they are, or become, due”.*> Agak lebih

U Algra, N.E. (1974), Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeenk Wil-
link, Groningen, h. 425.

2 Henry Campbell Black (1979), Black’s Law Dictionary, West Publishing Co.,
St. Paul Minnesota, h. 134.



komprehensif, Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

Bankruptcy is a generol stabalory aftachment encampass-ing all the
assets of the debtor. The baniruptcy only covers the azelz

The personal status of an individual will not be affected by the
hankruptcy; he is not placed under guardianship, A company dalzo
continties to exist after he declaration of bankruptcy. During the Bancr-

uptey proceedings, ad with regard to the bankniptey estate can -unl_y
he performed by the receiier, il other aots remain part of the damaln

of the debtor’s corporate prganz’

Terminologi kepailitan sering dipahami sccara tidak tepat oleh ka-
langan umum. Sebagian dart mereka menganggap kepailitan sebagal
vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hu-
kum atas subjek hulum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta
dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagal
kegagalan yang disebabkan karena kesalphan dari debitor dalam men-
jajankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar.
Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagal pengemplangan
utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang scharusnya dibayar-
kan kepada kreditor. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang
tidak merendahkan martabatnya sebagal manusia, tetapi apabila ia
berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya
apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan Imin,
kepailitan memengaruhi s spediehaardigheid™-nya dalam arti yang me-
rugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan lkredit.*

Kepailitan merupakan suatu jalan kehaar yang bersifat komersial
untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit acorang
debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan
lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kredibornya.
Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban
yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah
untuk mengajukan permchonan penetapan status pailit terhadap di-
rinya [voluntary petition for self bankrptcy) menjadi suatu langkah yang
memungkinkan, atau penetapan stafus pailit oleh pengadilan terhadap
debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor terse-
but memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah

3 Jerry Hoff (1999), Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, h. 11.
4+ Kartono (1982), Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Para-
mita, Jakarta, h.42

: sl

jatuh tempo dan dapat ditagih [involuntary petition for bankruptey].

Lembaga kepailitan ini diharaplkan berfungsi sebagai lembaga al-
ternatif untuk pemyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kre-
ditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Harold F. Lusk men-
deskripsikan fungsi kepailitan sebagai berikut:

The purpese of the bankrupicy act 18 (§] o protect crediters from ana
another, (2] to protect creditors from their debtor, anrd (3} to protect the
hanest debtor from Jds ereditore. To aecomplish these algectines, the
debtor is sequired to make. fill disclosure of afl his property and fo
surrender if to the trustee. Provisions ore made for exarunation of the
debtorand for punishment of the debtor utho reflises to make an honest
disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankerpt's
estate administers, lguidates, and distributes the proceeds of the
estate do creditors, Prowisions are made for determination of creditors
rights, the recovery of preferential pajyments, and the disalowarnce af
praferential [fens ard encumbrances. [ the ankerupl hos been honest
in his business transactions and in his bankcruptey proceedings, he (£
granted a discharge.®

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebib lanjut dari prin-
sip paritas creditorium dan prinsip pan passu prorate pare dalam re-
sim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas credito-
rium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang
bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang
telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan di-
miliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.” Sedang-
kan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan ter-
sebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya
harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila
antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus di-
dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.®

sRicardo Simanjuntak (2005), “Esensi Pembukiiun Sederhana dalam Kepailit-
an”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.}, Undong-Undang Kepailitan dan Perhembang-
annya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, (selanjutnya disebur sebagal Ricardo
Simanjuntak 1), h. 55-56. }

¢ Harold E Lusk (1986), Business Law: Principles and Cases, Richard D. Irwin
Inc., Hemewood Illinois, h. 1076-1077.

7 Kartini Mulyadi (2001), “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”,
Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut
sebagai Kartini Mulyadi 1), h. 168.

*Ibid, h. 168.
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Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan
debitor tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitor ti-
dak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka
kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri
yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan
utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih cksekoasi harta debitor
dipakai untuk membayar kreditor tersebut

Dalam hal debitor mempunyad banyak kreditor dan harta kelayaan
debitor tidak cukup untuk membayar unas semua kreditor, maka para
kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan
prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum,
yntuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. KEreditor
yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena
harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahmlu, Hal
ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor manpun debitor 560
diri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang
mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan
para kreditor.

Peter J.M. Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih dituju-
kan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para
kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifi-
kasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pem-
bayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar ken-
datipun ia memiliki kemampuan untulk itu. Lebih detailnya Peter J.M.
Declercq menyatakan bahwa “4 bankruptcy petition has to state facts
and circumstances that constitute prima facie gvidence that the debtor
has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are
at least two creditors, one of who, has a claim whis is due and payable
and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not
pay”?

~ Prinsip paritas creditorium dianut di dalam sistem hukum perdata
di Indonesia. Hal itu termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala per-
ikatannya perseorangan. Sedangkan, prinsip pari passu prorate parte

5 Peter J.M. Declercq (2002), Netherlands Insolvency Law, The Netherlands
Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept, TM.C. Asser Press, The
Haque, p. 63.
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termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Ke-
bendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu, menurut besar kecilnya
piutang masging-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian, ma-
ka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada
dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131
KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan
segeorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa aki-
bat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah
harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi
jumlah harta kekayaanmya idebit). Demikianlah harta kekayaan se-
tiap orang akan selalu berada dalam keadnan yang dinamis dan selau
berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setlap perjanjian dibuat maupun
perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan scscorang
bertambah atau berkurang.'

Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekaya-
an tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus
dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuh-
an kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan
bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan peri-
katan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan
pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara (1) pari passu, yakni,
secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang dida-
hulukan, (2) pro rata, yakni, proporsional yang dihitung berdasarkan
pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang
mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor
tersebut.!!

Lembaga hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang baru
sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan dibandingkan be-
berapa negara maju di dunia, Indonesia sudah lebih awal memiliki
peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan

10 Kartini Muljadi (2005), "Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis daa
lam Kepailitan”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan
Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai
Kartini Muljadi 2), h. 164.

Y Ibid.
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Faillissementverordening.’> Lembaga Kepailitan telah ada sejak zaman
Hindia Belanda yang diatur dalam Verordening op het Faillissement en
de Surseance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Faillise-
ment Verordening/FV), Staatsblad 1905 Nomor 217 junto Staatsblad
1906 Nomor 348. Berdasarkan peraturan yang menyatakan mulai ber-
lakunya Peraturan Kepailitan, yakni, Staatsblad 1906 Nomor 348,
maka Peraturan kepailitan mulai berlaku pada Tanggal 1 November
1906 dan selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya se-
Juruh buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD} be-
serta beberapa peraturan sebelumnya yang diadakan untuk itu.

Meskipun duhulu Peraturan Kepailitan (S. 1905-217) merupakan
hukum positif yang masih berlaku, akan tetapi pranata hukum ini ja-
rang dipakai dalam praktik. Berdasarkan data yang ada di Badan Pem-
binaan Hukum Nasional bahwa putusan kepailitan antara Tahun 1950
sampai Tahun 1996 hanya kurang lebih 130 putusan.!® Berdasarkan
segi kuantitas dapat disimpulkan bahwa tidak banyak subjek hukum
yang menggunakan pranata kepailitan tersebut. Ada beberapa alasan
mengapa pranata kepailitan masa itu jarang digunakan. Salah satu-
nya adalah prosedur kepailitan dan pemberesannya terlalu rumit dan
memakan waktu yang sangat lama.

Kasus kepalitan PT Arafat menjadi bukti bahwa pranata kepailit-
an memakan waktu yang sangat lama. Menurut salah seorang yang
pernah menjadi hakim komisaris, Paulus Efendi Lotulung, bahwa
kasus kepailitan PT Arafat memakan waktu puluhan tahun dan bah-
kan hakim komisarisnya telah berganti hingga empat kali, akan tetapi
sampai sekarang belum tuntas kasusnya.!* Alasan lain adalah tidak
maksimalnya upaya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Balai
Harta Peninggalan yang merupakan satu-satunya kurator kepailitan
pada saat itu. Sudargo Gautama menggambarkan bahwa banyak seka-
li kepailitan setelah diperiksa apakah masih ada sisa harta benda (as-

12 Rahmat Bastian (2005), “Studi Analisa Cross Border Bankruptcy”, Dalam:
Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat
Pengkajian Hukum, Jakarta, (selanjutnya disebut sebagai Rahmat Bastian 1),
340. i

I* Disampalkan Pauzi Yusro, Staf Ahll Direkrorat Perundang-undangan De-
partemen Kehakiman, Tanggal 18 April 2000, dalam Forum Pendidikan Kurator
dan Pengurus Berdasarkan Undang-undang Fepailivan, fakaria.

" Disampaikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, diselenggarakan Law Firm
Gani Jemat and Partners, Surabaya, 23 Maret 2000.
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gets) dari orang yang telah dinyatakan pailit, ternyata harus diangkat
lagi pernyataan pailit ini karena dipendang benda-bendanya ini tidak
memadai [opgegeven wegens gebrek aan bateny 15 Rupanya justru hal
inilah yang di dalam praktik merupakan kendala bag pihak kreditor
untuk memilih pernyataan pailit.

Jika dikaji lebih mendalam Faillissement Verordening (peraturan
kepailitan yang lama) terdapat beberapa ketentuan utama yang tidak
sinkron dengan sistem hulum harta kekayaan dalam rezim hulum
perdata. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kepailitan mens-
pakan pelaksanaan lebih lanjut dan prinsip paritas creditorium dan
prinsip pari passu prorata parte, maka ketentuan dalam Faillissement
Verordening tidak menganut prinsip inl. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Faillis=e-
ment Verardening dikatalsan bahwa setiap debitor yang tidak mampu
membayar utangmya yang beracda dalam keadaan berhenti membayar
kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendin maupun atas
permintaan seorang kreditor atau beberapa orang fereditornyn, dapat
diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang
bersangkutan dalam keadaan pailit.

Prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte
berkaitan dengan utang yang dimiliki debitor terhadap banyak kreditor
di mana harta kekayaan debitor akan dibagi terhadap beberapa kredi-
tor secara proporsional. Pasal 1 Ayat (1) Faillissement Verordening sama
sekali tidak mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor. Padahal
filosofi kepailitan adalah mekanisme pendistribusian aset secara adil
dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak
membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan
kewajiban tersebut. Polak menyatakan bahwa keadaan telah berhenti
membayar yang disyaratkan oleh undang-undang itu tidak ada, apa-
bila si debitor tidak membayar hanya satu utang tertentu saja, karena
dalam hal sedemikian itu satu-satunya kreditor itu dapat mengguna-
kan upaya sitaan lainya.'®

Dalam perkembangannya, Faillissement Verordening tersebut di-
ubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-
ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada Tanggal 22 April 1998
Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

15 Sudargo Gautama (1998), Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk
Indonesia (1998), Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.

16 Polak (1935), Handboek voor het Nederlands Handelsen Faillessementsrecht,
Eerste Deel, Vijfde Druk, h. 521.
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Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang
tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor
1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 1998 tenlang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135)."

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini secara tegas me-
nganut prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte.
Hal itu antara lain tercermin dalam Pasal 1 Ayat 1 UUK 1998 yang
merupakan perubahan prinsip dart Faillissement Verordening. Pasal 1
Ayat (1) UUK 1998 menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua
atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang vang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas perminta-
an seorang atau lebih kreditornya.

Pasal 1 Ayat (1) UUK 1998 secara tegas mensyaratkan adanya dua
atau lebih kreditor untuk dapat mempailitkan seorang debitor. Keten-
tuan ini sejalan dengan filosofi tujuan kepailitan, yakni, mekanisme pen-
distribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan
dengan keadaan tidak membayamnya debitor karena ketidakmampuan
debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Jika debitor hanya mem-
punyai satu kreditor saja, maka makna kepailitan menjadi tidak ada.
Kreditor tidak dengan susah payah memperebutkan harta kekayaan
debitor untuk melunasi piutang yang dimilikinya.

Dalam pada itu, selain prinsip paritas creditorium dan prinsip pari
passu prorate parte, dalam sistem kepailitan terdapat pula prinsip debt
collection (debt collection principle) dan prinsip debt forgivness (debt for-
givness principle). Debt collection Principle merupakan konsep pemba-
lasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya
terhadap debitor atau harta debitor. Pada zaman dahulu prinsip debt
collection dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan se-
bagian tubuh debitor (mutilation), dan bahkan pencincangan tubuh

7 Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahan
1398 )‘."«l'n:lmnr 145} disehut Undang-Undang Kepailitan 1998 (yang disingkat UUK
1998),
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debitor (dismemberment). Sedangkan pada hukum kepailitan modern
prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset'®.
Setiawan menyatakan bahwa pada prinsipnya, suatu peraturan kepai-
litan atau bankruptcy law adalah debt collection law dan bahwa kepai-
litan merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dalam debt col-
lection.!® Sistem hukum kepailitan yang sekarang berlaku di Indonesia
dan juga di Belanda sangat menekankan pada prinsip ini. Hal ini bisa
dilihat dari tidak terdapatnya mekanisme penghapusan utang debitor
jika harta kekayaannya tidak mencukupi serta penyederhanaan dari
syarat-syarat materiil untuk suatu kepailitan, serta tidak terdapatnya
pertimbangan terhadap kinerja keuangan debitor dan besarannya aset
debitor yang melebihi utang-utang debitor tersebut.

Prinsip lain dalam kepailitan adalah prinsip debt forgivness prin-
ciple. Prinsip debt forgiveness adalah prinsip yang dimanifestasikan
asset exemption (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap boedel
pailit), relief from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal mem-
bayar utang), dan discharge of indebtedness (pembebasan debitor atau
harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar-benar
tidak dapat dipenuhi).?° Bentuk lain dari prinsip pengampunan kepaili-
tan adalah diberikannya penghapusan utang serta dimungkinkannya
memulai usaha baru dengan tanpa dibebani utang-utang yang lama.
Dalam sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat, implementasi dari
prinsip ini adalah diberikannya status fresh-starting terhadap debitor
pailit. Karen Gross menyatakan bahwa pemberian permaafan terhadap
debitor yang benar-benar mengalami kebangkrutan adalah sebuah pe-
nyeimbang dari sistem kepailitan itu sendiri. Lebih lanjut Karen Gross
menyatakan “For debtors, the ideal system provides a fresh start, prem-
issed on recognition that mistakes happen but debtors can be rehabili-
tated through forgiveness”.?!

18 Emmy Yuhassarie (2005), "Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indo-
nesia”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkem-
bangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. xix.

15 Setiawan (2005), “Komentar atas Putusan Pengadilan Niaga No. 13/2004
jo. Mahkamah Agung No. 8/2004”, Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed.), Analisa
Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Fakultas Hukum Universitas
Katolik Atma Jaya, Jakarta, h. 95.

20 Emmy Yuhassarie, Op. cit., h. xix.

21 Karen Gross (1997), Failure and Forgiveness: Rebalancing The Bankruptcy
System, Yale University Press, New Haven-Connecticut, p. 244.
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Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menganut prinsip
debt collection. Hal itu terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai ke-
pailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan
debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut
akan dilakukan pemberesan dan likuidasi.?> Sedangkan prinsip debt
forgiveness, Undang-Undang Kepailitan garma eekali tidak menganul
nya terutama yang berkaitan dengan penghapusan ULang dan pembe-
rian status fresh-starting. Dalam Undang-Undang Kepailitan menerap-
kan prinsip utang tidak bisa dihapiiz dengan pergampunan. Dalam
sistem kepailitan di Indonesia tidak dikenal apa yang dinamakan fresh-
starting setelah terjadinya kepailitan. Konsep fresh-starting ini membe-
rikan status kepada debitor pailit bersih sama sekali dari utang-utang-
nya, dan bisa memulai kembali usahanya lagl tanpa dibebani dengan
utang-utang yang lama. Dalam hukum keepailitan [ndonesia, Btang e
bitor pailit adalah akan mengikuti teriss ter hadapnya dan bahkan me-
mungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali.

Mengenai tidak adanya prinsip pembebasan utang dalam sistem
kepailitan di Indonesia, S. Remy Sjahdeini menyatakan:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 UUK, dengan keterikatan
demi hukum kepada daftar pembagian penutup yang sah, para kre-
ditor memperoleh kembali hak mereka untuk menjalankan putusan-
putusan mengenai tagihan mereka kepada debitor, sepanjang tagi-
han itu tetap belum dibayar. Dengan kata lain, menurut UUK, setelah
tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator, debitor tidak
memperoleh pembebasan atas utang-utangnya yang belum dapat di-
lunasi dari hasil penjualan harta pailit. Sisa utang-utang tersebut ma-
sih diwajibkan bagi debitor untuk dibayarkan kepada masing-masing
kreditornya. Sebaliknya masing-masing kre-ditor masih berhak untuk
menagih sisa piutangnya.”

Di Belanda sendiri, telah terjadi perubahan berkaitan dengan prin-
sip pembebasan utang ini. Sebelum terjadinya pembaruan peraturan
kepailitan, tidak terdapat penerapan prinsip pembebasan utang sama
persis dengan sistem kepailitan di Indonesia saat ini. Sejak Tahun 1998,
peraturan kepailitan di Belanda mengalami perubahan yang cukup
fundamental, yaitu ditambahnya satu bab tersendiri yang mengatur

22 Vide: Pasal 19, Pasal 22, Pasal 84, Pasal 168 UUK 1998.

23 Sutan Remy Sjahdeiny (2002), Hukum Kepailitan: Memahami Faillisse-
mentsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta,
h. 319.
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mengenai reorganisasi utang-utang debitor pailit khusus untuk subjek
hukum orang. Dalam bab baru tersebut dimungkinkannya terjadi peng-
hapusan utang terhadap debitor yang benar-benar tidak mampu. Peter
Declercq mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut:

The main source of netherlands insolvency law is the Failiesement
Wet, which dates back from1893 and, although revised in bits, has
remined virtually unchanged until today. The Faillessement Wet regu-
lates the following two insolvency regimes, wich apply to both private
persons and legal entities:

(1) Suspension of Payment or moratorium and

(2) Bankruptcy;

The biggest change to the Faillessement Wet to date was made on 1
December 1998 when the following third insolvency regime, applicable
to private persons only, was included in the Faillessement Wet:

(3) Debt reorganization of natural persons.?

Dalam perjalanannya, setelah lebih dari lima tahun Undang-Un-
dang Kepailitan 1998 tersebut berlaku dirasakan banyak kekurangan-
kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-Un-
dang Kepailitan itu, sehingga diperlukan perubahan-perubahan atas
beberapa ketentuan di dalamnya. Kelemahan-kelemahan itu, antara
lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang se-
hingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang
itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada ka-
langan hakim niaga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan
utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang uang
saja (menafsirkan utang dalam arti sempit), sementara ada sekelom-
pak hakim niaga lain yang berpendapat bahwa utang adalah segala
sesuatu prestasi yang timbul dari perikatan yang belum dibayar oleh
debitor (utang dalam arti luas). Kekurangan lainnya adalah tidak dima-
sukannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya
melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini Departemen
Keuangan. Ketiadaan ketentuan tersebut pernah mengguncangkan
dunia peradilan kepailitan di Indonesia dengan dinyatakannya pailit
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.
Banyaknya kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam Undang-
Undang Kepailitan menyebabkan kepailitan tersebut disimpangkan
dari tujuan yang sebenarnya dari kepailitan.

24 Peter J.M. Declercq, Op. cit., p. 1
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Dalam banyak kasus kepailitan lebih digunakan oleh para kredi-
tor sebhagai alat untuk menagih utang dan bukan aebagai alat untuk
mencari jalan keluar dari keadaan ketidakmampuan untuk membayar
utangnya. Padahal dalam kepailitan terdapat prinsip debf adjusment
dan debt forgiveness. Pada kasus kepailitan PT Surya Tata [nternusa
[pemohon pailit) melawan FT Abdi Persada Nusantara (termohon pailit),
yakni, dalam Pubusan Peninjawan Kembali Nomor 08 PE/N /1999 dan
dalam kasus kepailitan PT Lukindo Technics {pemohon pailit] melawan
PT Indramaju Lestari (termohon pailit), menunjukkan bahwa kepailitan
sudah menyimpang dari tujuan sebenarnya dari kepailitan.

Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan Undang-
Undang Kepailitan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewaiiban Pembayaran
Utang. yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nemor 131dan Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 4443.%

Malksud kehendak pembuat undang-undang dengan merevis Un-
dang-Undang Kepailitan ternyata tidal sesuai dengan yang diharapkan
banyak pihak sebelumnya. Reviei Undang-Undang Kepailitan ini ternya-
ia tidak mengubah prinsip-prinsip kepailitan yang lebih kom prehensil,
melainkan hanya sebagai replikasi dasi Undang-Undang scbelumnya.
Undang-Undang kepailitan yang baru ini adalah wajah baru dengan isi
lama, saya menyebutnya sebagai “old wine in the new bottle”. Bahkan
di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan tidak ter-
dapat prinsip-prinsip yang semestinya dianut di dalam suatu sistem
kepailitan, Ketidaktantan asas ini menimbulkan implikasi yuridis lebih
lanjut yang menyebablan lembags kepailitan ini tidak digunakan se-
bagaimana mestinya. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian
dan pengajian lebih mendalam dan komprehensil mengenad prinsip-
prinsip kepailitan dalam sistem hukiim kepailitan di Indonesia.

Dalam sistem kepailitan yang berlaku di Indonesia, tidak membe-
dakan secara substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang
(natuurlijke persoon) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hu-
kum (rechtspersoon). Namun demikian, jika dikaji lebih mendalam ban-
yak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan
terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak dapat diber-

25 Selanjutnya dalam buku ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten-
tang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut juga sebagai
Undang-Undang Kepailitan (UUK).
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lakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian pula seba-
liknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat di-
berlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi, tidak
dapat diberlakukan terhadap kepailitan nrang perorangan. Seharusnya
dalam Undang-Undang Kepailitan periu dibedakan pengaturan menge-
nai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan
yang khusus pada perseroan terbatas.

Pada satu sisi, praktik di pengadilan niaga menunjukkan bahwa
mayoritas subjek hukum yang dimohonkan pailit adalah perseroan
terbatas. Hal ini terbukti dari data yang ada, bahwa sejak Pengadilan
Niaga yang pertama di Jakarta mulai beroperasi pada Tanggal 1 Sep-
tember 1998 sampai Desember 2004, subjek hukum yang dimintakan
kepailitan (termohon pailit) lebih dari delapan puluh persen adalah ba-
dan hukum perseroan terbatas. Sebagai gambaran dari perkara-perkaa
ra yang masuk di pengadilan niaga di mana sebagaian besar termohon *
pailit adalah perseroan terbatas adalah data? sebagai berikut:

1. Tahun 1998 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 31 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 23 sedang-
kan sisanya sebanyak 8 adalah termohon nonperseroan terbatas;

2. Tahun 1999 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 100 per-
mohonan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 88 se-
dangkan sisanya sebanyak 12 adalah termohon nonperseroan ter-
batas;

3. Tahun 2000 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 84 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 81 sedangkan
sisanya sebanyak 3 adalah termohon nonperseroan terbatas;

4. Tahun 2001 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 61 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 56 sedangkan
sisanya sebanyak 5 adalah termohon nonperseroan terbatas;

5. Tahun 2002 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 39 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 31 sedangkan
sisanya sebanyak 7 adalah termohon nonperseroan terbatas;

6. Tahun 2003 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 38 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 33 sedang-
kan sisanya sebanyak 5 adalah termohon nonperseroan terbatas;

26 Data diolah dari berbagai sumber.
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7. Tahun 2004 jumlah permohonan yang masuk sebanyak 46 permo-
honan, untuk termohon perseroan terbatas sebanyak 39 sedang-
kan sisanya sebanyak 7 adalah termohon non perseroan terha-
tas.

Di samping dalam praktiknya, kepailitan banyak menimpa perse-
roan terbatas, terdapat implikasi yuridis atas kepailitan perseroan ter-
batas yang berbeda dengan kepailitan orang-manusia kendatipun
rezim hukum yang berlaku sama. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut
mengenai implikasi yuridis kepailitan perseroan terbatas. Hal ini be-
rarti pula bahwa mengkaji hukum kepailitan di Indonesia tidak akan
terlepas dari kepailitan terhadap perseroan terbatas.

Pentingnya pengkajian terhadap kepailitan perseroan terbatas, di
samping untuk kepentingan para pelaku bisnis itu sendiri, juga ada
kaitannya dengan pengaruh ekonomi secara makro. Proposisi ini
disebabkan bahwa pelaku bisnis dalam skala besar hampir dapat di-
pastikan adalah badan hukum perseroan terbatas. Pemilihan badan
hukum perseroan terbatas untuk menjalankan roda bisnisnya dikare-
nakan terdapatnya beberapa keuntungan dari karakteristik kebadan-
hukuman dari perseroan terbatas, seperti, pertanggungjawaban yang
terbatas terhadap para pemegang sahamnya, keharusan dalam urusan
administratif, dan lain-lainnya. Rudhi Prasetya dalam disertasinya me-
ngemukakan teorinya mengenai alasan pemilihan badan hukum per-
seroan terbatas dalam lalu lintas bisnis sebagai berikut:

Dalam kepustakaan banyak ditulis bahwa unsur pertanggungjawa-
ban yang terbatas itulah yang dijadikan orang acap kali memilih ben-
tuk PT. Dengan menggunakan konstruksi PT itu dapat memperkecil
risiko kerugian yang mungkin timbul. Atas dasar motivasi ini dalam be-
berapa hal orang sengaja untuk satu jenis usaha memilih satu bentuk
PT tersendiri. Bahkan kadang kala untuk satu jenis usaha diselenggar-
akan dalam dua atau tiga PT tersendiri. Keadaan seperti ini dapat men-
datangkan kefaedahan. Sekalipun pada hakikatnya secara ekonomis
PT-PT tadi merupakan satu kesatuan ekonomis, namun karena secara
yuridis setiap badan hukum itu dipandang sebagai subjek hukum yang
mandiri, maka suatu tagihan kepada PT tidak dapat dituntut kepada
harta kekayaan pribadi orang-orangnya, baik pengurusnya maupun
pemegang sahamnya, atau kepada PT-PT lainnya, sekalipun saham-
sahamnya berada dalam satu tangan pemegang saham.?”

27 Rudhi Prasetya (1996), Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai de-
ngan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, cetakan
ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Rudhi Prasetya 1), h.
50-51. '
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Mengenai aspek ekonomi makro, adalah kaitanmys dengan perse-
roan terbatas sebagai pelaku utama percaturan bisnis, jika perseroan
terbatas mengalami kendala dalam kiprahnoya, maka ada ongkos sosial
terhadap hal tersebut. Frank H.E. Brook menyvatakan bahwa: “Corpo-
rate bankruptoy has two functions (1] to delver the penalty for foilure
by farcing a wrapping up when o brsiness cannot pay it debr; and (@) to
recdupe the social cost of faifure”™ Sementaa itu, dalam teor hukum
kepailitan modern, antara lain, dikatakan babwa kepailitan yasg ter-
penting untuk mengatur kondisi ekonomi secars keseluruhan, Kevin
J. Delanay yang menyitic pendapat dar Tremain menyatakan bahwa
“the true purpose of modemn bankrupley latw is not to punish or deal with
some conduct on the part of the debtor, but rather to administer a situa

tion or condition whose economic inciderts are of paramournt concem=

Berkaitan dengan fungsi sesial tersebul, hukum kepailitan juga se-
benarnya dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk menyelekst usiaha
yang tidak efisien. Douglas G. Baird mengilustrasikannya sebagai ber-
ikut:

This view of bankruptey lewis needed 2y ffor from an oberious difficuiiy

It may be impossible fo discover what course best adiances sooety s

imterest af large. Even if one wants to save jobs, it does not follow

that afloudng a bad restaurant to fold reduces the number of jobs

in the economy. The herdware store that reploced The restaurandt, n

fact, might hire more people. The person who bought the restauran!

equipment might open another restaurant in a different cify, becomre
very successful, and need to hire more workers than the oumer of the

bad restaurant.*

Dari proposisi tersebut, maka kepailitan dimaksudkan sebagai
alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Sehingga kepailitan
merupakan pengelaborasian dari prinsip commercial exit from financial
distress. Perusahaan yang tidak efisien berdampak tidak baik terhadap
perekonomian karena akan merupakan beban dari sistem ekonomi itu
sendiri. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang dapat men-

% Frank H. Easter Brook (1996), “Is The Corporate Bankruptcy Efficient?”,
In: Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed.), Coporate Bankruptcy: Eco-
nomic and Legal Perspectives, Cambridge University Press, New York, p. 405.

» Kevin J. Delaney (1998), Strategic Bankruptcy: How Corporation and Credi-
tors Use Chapter 11 To Their Adventage, University of California, Berkeley, h. 17.

* Douglas G. Baired (1996), “A World Without Bankruptcy”, In: Jagdeep S.
Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed.), Coporate Bankruptcy: Economic and Legal
Perspectives, Cambridge University Press, New York, p. 33.
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gelola harta kekayaannya dengan optimal, Perusahaan tidak melak-
kan pinjamarn Secar gembarangan tanpa pernitungan ekonomis yang
matang dan menggunakan pinzaman geguai dengan peruntukannya
secarn efektif. Perusahaan yang efisien menghasilkan produk dan jasa
dengan harga yang kompetitif, perusahanan harus geefisien mungkin
menekan ongkos produksi dengan tidak mengorbankan mutu.?! Tri
hernowo menyebut prinsip ini sebagai Corporate rescue principle.

Fenomena kebangkrutan perseroan terbatas tidak hanya gejala
yang terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, akan te-
tapi, merupakan suatu grjala universal dan bahkan juga di negara-ne-
gara maju, seperti Amerika Serikat. Selama dasawarsa 1980-an jumlah
perusahann Fang mengalami kegagalan terus meningkat, dan bahkan
pada masa tersebut diperkirakan jumlah perusahaan yang banglkrut
lebih banyak dibanding dengan jumiah perusahaan yang didirikan. 51
tuasi yang kurang lebih serupa juga terjadi pada dasawarsa sesudah
nya.® Data terakhir menyebutkan hahwa Tahun 2001, perusahaan pu-
blik yang mengalami kepailitan semakin bertambah, The Jakarta Post
melaporkan:*

Amid awakening US Economy, the number of bankruptcies filed by

US Companies and individual soared to record in 2001, and experts

say the worst may not be ouer yerf. A total of 351 pribliky held U.S.

firms filed for bankruptcy in 2001, well above the priar recard of 176

in 2000. As for personal and small busingss bankruptoies, the total for

the first three quarters of 2001 has topped .1 milllion, and is widely

expected to break the 1998 record of 1,442,549. -

Prinsip kepailitan terhadap perseroan terbatasjugapadahakikatnya
tidak dapat dipisahkan dari gejala kebangkrutan suatu perseroan ter-
batas di mana pranata kepailitan adalah merupakan salah satu bentuk
pembubaran suatu perseroan terbatas yang sedang mengalami gejala
kebangkrutan di samping bentuk pembubaran lainnya. Kepailitan ter-
hadap perseroan terbatas akan digunakan jika gejala kebangkrutan
perseroan tidak dapat di atasi dengan langkah-langkah lain yang ada,
seperti restrukturisasi perseroan. Prinsip ini penting untuk dikaji

31 Trj Harnowo (2005), “Sekilas Caratan tentang Hukum Kepailitan®, Dalam:
Valerie Selvie Sinaga (ed.), Analisa Putusan Kepailitan pada Pergadilan Nigga
Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Karolik Atmajaya, Jakarta, h. 223,

32 Sywarno Muhammad (2001), Strategi Praypehatan Perisahaan: Generih dan
Kontekstual, Ekonisia, Yogyakarta, h. 2.

33 The Jakarta Post, Januari 16, 2002, h. 1+4.
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dalam Undang-Undang Kepailitan, apakah Undang-Undang Kepailitan
juga menempatkar pranala kepailitan sebagai salah satu alat untuk
membubarkan perseroan terbatas yang sedang mengalami gejala ke-
bangkrutan ataukah menganut prinsip yang lain. Hal ini penting di-
lakukan penelitian lebih mendalam terhadap norma-norma yang ter-
dapat dalam Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan prinsip
tersebut.

Di samping terdapat perkembangan pengaturan mengenai kepailit-
an dalam peraturan perundang-undangan, perkembangan dalam praktik
peradilan kepailitan juga terjadi cukup signifilan. Perkembangan
ini di samping memberikan kontritisi positif terhadap perkembang-
an hukum kepailitan juga membrrikan kontribusi negatil terhadap
perkembangan hukum kepailitan itu sendiri. Perkembangan positif
dari praktik peradilan kepailitan akan memberikan kontribusi positif
terhadap pengembangan lebih lanjut ketentuan-ketentuan demi pe-
nyempurnaan dalam hukum positif. Sedangkan perkembangan negatif
akan mendistorsi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan kepailitan serta mendistorsi prinsip-prinsip umum hukum
kepailitan juga sering terjadi. Kontribusi negatif dari bidang peradilan
ini adalah bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kepailitan
baik yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan maupun prinsip-
prinsip umum yang biasanya lazim terdapat dalam sistem hukum
kepailitan.

3. METODOLOGI! PENELITIAN DAN TEKNIK PENULISAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah me-
tode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana
yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki,* karena bahwa penelitian
hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prin-
sip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-
prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indo-
nesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoretis-
normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan hukum

. 34 peter Mahmud Marzuki (2005), Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta,
. 35.
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kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di
pengadilan, Oleh karena variabel utama yang menentulan konsep
dasar hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum di Indanesia
adalah peraturan perundang-undangar maka undang-undang, per-
aturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya Serta
pulusan-puinsan pengadilan niaga dan majelis perniagaan Mahkamah
Agung akan menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, maksa
penalaran yang dipunakan dolam penelitian ini adalah penalaran in-
duksi sekaligus deduks, yang mendasarkan diri pada aspek normatif
dan evaluatif.

Penalaran induksi digunakan untuk mengkaji objek penelitian
tersebut di atas sebagai premis minor yang dihubungkan dengan kon-
sep normatif kepailitan pads umumny gebagal premis mayor Yang
akan menghasilkan kesimpulan prinsip-pri neip dan aturan hukuam kee-
pailitan di Indonesia. Penalaran induksi lazim digunakan dalam kajian
dengan pendekatan kasus |ease approach]. Sedangkan penalaran de-
duksi yang didasarkan pada aspek normatif dan evaluatif ini sebagai
premise mayor. Alasan bahwa penelitian ini juga menggunakan
penalaran deduksi adalah bahwa asas yang diperoleh secara induksi
selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran de-
duksi untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai untuk
proses induksi selanjutnya. Arief Sidharta®™ menyatakan bahwa “da-
lam menyelesaikan masalah hukum, penalaran hukum melibatkan
baik induksi, jika penalarannya berdasarkan kasus-kasus terdahulu
yang sudah diputus, maupun deduksi, jika penalaranya bertolak dari
aturan hukum yang berlaku umum.”

Adapun tahap-tahap dan prosedur yang dilalui dalam metode pe-
nelitian normatif dalam buku ini adalah penelusuran atau inventarisa-
si bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder. Morris L. Cohen menyatakan bahwa sumber hukum primer
akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta
putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan beru-
pa berbagai macam bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bi-
dang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari
ilmuwan hukum?. Di samping menggunakan bahan hukum baik pri-

% Arief Sidharta (1999), Refleksi tentang Struktur Hukum, Penerbit Mandar
Maju, Bandung, h. 167.

36 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson (1992), Legal Research in A Nutshell,
West Publishing Company, St. Paul Minnesotta, h. 1-3.
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mer maupun sekunder, penelitian ini juga menggunakan sedikit bahan
non hukum terutama bidang ekonomi perusahaan untuk menganalisis
fenomena kebangkrutan dari suatu perusahaan. Dasar pertimbangan
penggunaan bahan nonhukum adalah sebagaimana di-kemukakan
oleh Peter Mahmud bahwa “di dalamn penelitian hukum untuk keper-

luan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu”.%’

Inventarisasi bahan hukum ini dimulai dengan identifikasi bahan
hukum, dilanjutkan dengan Kklasifikasi atau pemilahan bahan hukum,
dan diteruskan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan
logis. Bahan hukum akan diperoleh dari peraturan perundang-undang-
an nasional. Di samping itu pula, akan dikumpulkan sebanyak mungkin
putusan peradilan niaga baik putusan pengadilan niaga maupun putus
an majelis perniagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ecjak per-
tama kali beroperasi tanggal 1 September 1298 sampal dengan tahun
2004. Pengumpulan putusan peradilan niaga ini dilakukan dengan be-
berapa cara, yaitu mencari sumber di pengadilan niaga Jakarta Pusat
dan Mahkamah Agung, melalui buku himpunan putusan-putusan ke-
pailitan baik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung muaupun oleh
Tata Nusa, melalui CD-ROM yang dikompilasi oleh Pusat Studi Hulkum
dan Kebijakan Indonesia (PSHK), melalui downloading pada Internet di
website pengadilan niaga, yakni, http: / /www.pengadilan-niaga.go.id,
dan downloading di http:/ /www.hukumonline.com/. Selain daripada
itu, meliputi bahan-bahan hukum dari kepustakaan yang antara lain
hasil penulisan ilmiah kalangan hukum dan kalangan ekonomi, baik
dalam bentuk buku, artikel, makalah, maupun laporan hasil penelitian,
seminar, dan pelatihan yang berkait dengan hukum kepailitan dan
hukum perseroan terbatas.

Selanjutnya mengadakan pengolahan terhadap bahan-bahan hu-
kum. Bahan-bahan hukum tersebut bersifat preskriptif. Sifat preskrip-
tif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam
ilmu hukum.3® Setelah bahan-bahan hukum tersebut diolah, kemudi-
an dilakukan analisis untuk menemukan suatu kebenaran pragmatis
dan/atau koherensi.

Sebagai alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan
tiga pendekatan (approach), yaitu pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative

¥ Peter Mahr_nud Marzuki, Op. cit., h. 164.
3¢ Ibid, h. 22.
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approach], dan pendekatan kasus |case approach). Penggunaan tiga
pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi an-
tara saty pendekatan dengan pendekatan lainnya. Enid campbell me-
nyatakan bahwa satu pendekatan saj tidaklah memadal untuk meng:
analisis banyak kasus.™ Pendekatan peraluran perundang-undangan
akan mencakup dua hal, yakni metode pembentukan hukom dan
metode penafsiran aturan hukum. Jan Gijssels dan Mark Van Hocke
mengemukakan tentang metodesleer van het recht atau ajaran tentang
metode-metode hukum, yang termasuk dalam kawasan teori hukum
yang pada dasarnya dibedakan antara metode-metode pembentukan
hukum (metodes van de rechtsvorming) dan metode-metode penerapan
hukum (mefodes van de rechtstoepassing).'” Dalam pengertian per-
tama dikemukakan seperti teknik perundang-undangan [ranstgEUIngGS-
techniek), sedangkan yang kedua menyanghul metode-metode penaf-
siran undang-undang. Dari metode penafsiran perundang-undangan
tersebut diharapkan nantinya memperoleh gambaran konsep hukum
mengenai prinsip-prinsip dan aturan hukum kepailitan di Indonesia.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah merupak-
an conditio sine quanon bagi penelitian hukum normatif. Peter Mahmud
mengatakan bahwa manfaat penggunaan pendekatan perundang-un-
dangan adalah untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya
peraturan perundang-undangan.*! Dengan mempelajari rasio legis dan
dasar ontologis suatu undang-undang, maka akan mampu menangkap
kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Dengan
memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang
itu, maka akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan
filosofis antara undang-undang dengan isi yang dihadapi.*? Adapun
langkah pendekatan perundang-undangan adalah mengadakan in-
ventarisasi peraturan perundang-undangan kepailitan yang berkaitan
dengannya, kemudian dilakukan kategorisasi terhadap peraturan pe-
rundang-undangan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap
peraturan perundang-undangan itu. Melalui analisis peraturan perun-
dang-undangan akan diperoleh hasil berupa penemuan prinsip-prinsip

 Enid Cambell (et. al) (1996), Legal Research, The Law Book Cmpany Ltd.,
Forth Edition, Sydney, h. 274.

“ Jan Gijssels en Mark Van Hocke (1982), What is Rechtsteorie?, Antwerpent,
Kluwer Rechtswetenschappen, h. 111.

41 peter Mahmud Marzuki, Op. cit, h. 93.

2 Ibid, h. 94.
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dan aturan hukum Kepailitan serta dapat diketahui konsistensi dan
harmonisasi antara peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengetahui peng-
aturan hukum kepailitan di negara lain. Pendekatan perbandingan
yang digunakan dalam penelitian ini, hanya pendekatan perbanding-
an secara minimal (minor comparatite approach]. Dengan mengetabiui
pengaturan beberapa &rgi hukum Itepailitan di negar ladn, maka
bisa dijadikan model hukum menzingat negara lain tersebut sivdah
lebih berpengalaman dalam pengaturai hukum kepailitan ini. Feter
Mahmud menyatakan bahwa pendekatan perbandingan bermanfaat
bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu
untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.*?

Adapun pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk me-
lengkapi analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pene-
lusuran konsep hukum dengan pendekatan perbandingan. Menurut
Moris L. Cohen bahwa penelitian terhadap putusan-putusan peng-
adilan merupakan satu dari dua sumber otoritas hukum yang utama.
Meskipun perundang-undangan tampak sebagal sumber langsung dan
imperatif, namun perundang-undangan tidak lengkap jika tidak ditaf-
sirkan oleh para hakim dan dibe rlakukan pada situasi tertentu.* Enid
Campbell dan Peter Mahmud menyebutkan bahwa manfaat meneliti
kasus-kasus peradilan adalah dapat menemukan the ratio decidendi*®
atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada
suatu putusan.*®

Teknik penulisan footnote dan daftar pustaka dalam buku ini meng-
gunakan model dari Harvard University atau yang dikenal dengan Har-
vard Style.

3. SISTEMATIKA PENULISAN BUKU

Penulisan buku ini menggunakan sitematika sebagai berikut:

e Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar be-
lakang masalah dan sistematika penulisan.

o porer Mahmud MZ, Op. dt., h. 133

W Masrris L. Cohen dan Kent © Clson, Op, 2t he5
i Black menguraikan ari the ratio decidendi ackalah the ground or reason of dectsion,
The point in o ooe which determines the judgement (Black's Law Dicthonary, p. 1135],

= Enid Campbell {et. All}, Op. o, o b4 Peter Mahmud Marzuki, Op. e,
h. 94.
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Bab kedua akan membahas mengenai prinsip-prinsip umum ¥ang
ada dalarn berbagal sistem hubum kepailitan. Pembahasan bak
kedua ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai haldkat
prinsip hukum, Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan me-
ngenai prinsip umum dalam hukum kepailitan, Prinsip L
dalam hukam kepailitan tersebut adalah prinsip pantos creditomum,
prinsip mar passy proraio parte, dan structured creditor, prinsip
utang, prinsip debt collection, prinsip debt pooling, prinsip deht
forgiveness, prinsip universal dan prinslp teritorial, serta prinsip
commercial exit from financial distress dalam kepailitan persercan
terbatas.

Bab ketiga akan membahas mengenal penormann prinsip-prinsip
umum kepailitan dalam hukam positif di Indonesia. Pembahasan
bab ini akan terdir dari pembahasan tentang hakikat norma k-
kum, penormaan prinsip-prinsip hukum leepailitan dalam UUK,
vak